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ABSTRAK

Jevri Olos Tarsan Agaki. “Eksistensi Peradilan Pidana Adat Di Provinsi Papua Berdasarkan
Peraturan Daerah Khusus (Perdasus) Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Peradilan Adat Di Papua”,
dibimbing oleh Prof. Dr. Frans Reumi, S.H.,M.A.M.H, sebagai pembimbing I dan Dr.
Budiyanto, S.H., M.H.. sebagai pembimbing II.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian juridis empiris dengan
mengutamakan data lapangan dan data pustaka hukum dengan teknik pengumpulan data
wawancara dan pengamatan dengan dukungan data sekunder yang bersumber dari bahan hukum
primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tertier, serta pendekatan Perundang-undangan,
sejarah hukum, dan pendekatan perbandingan hukum. Data yang diperoleh diolah dengan
tekhnik analisis kualitatif dengan tiga alur kerja; yakni, reduksi data, penyajian data, dan
verifikasi (kesimpulan).

Hasil penelitian menunjukan bahwa latar belakang Pengakuan terhadap Eksistensi
Peradilan Adat dan Peradilan Pidana Adat dalam UU Otsus Papua, terletak pada orientasi
pemahaman masyarakat hukum adat Papua terhadap konsep Peradilan Adat dan Peradilan Pidana
Adat dalam Perdasus Nomor 8 Tahun 2008 yang secara delegatif memberi pengakuan
kewenangan mengatur eksistensi peradilan pidana adat di Papua. Dengan mempertimbangkan
Peratuan Daerah (Perda) : Kewenangan, Proses Peradilan, Putusan, Eksistensinya dalam system
hukum, : Eksistensi dalam Sistem Hukum Nasional. Sehingga dipahami dengan diundangkannya
Perdasus Nomor 8 Tahun 2008 memberikan landasan hukum yang kuat bagi eksistensi peradilan
pidana adat di Papua. Perda ini merupakan wujud nyata dari komitmen pemerintah untuk
mengakui, menghormati, dan melindungi sistem hukum adat Papua, serta meningkatkan akses
terhadap keadilan bagi masyarakat hukum adat di Papua. Esensi Utama Pengakuan Eksistensi
Peradilan Pidana Adat di Papua dengan memperhatikan aspek 1) Pengakuan Hak Asasi Manusia
Orang Asli Papua:2) Kearifan Lokal dan Nilai Budaya, 3) Memperkuat Otonomi Khusus Papua,
4) Meningkatkan Efektivitas Penegakan Hukum, 5) Mewujudkan Keadilan dan Perdamaian:
Peradilan adat mengedepankan pendekatan penyelesaian sengketa secara damai dan
kekeluargaan. Berdasarkan Peraturan Daerah Khusus Papua Nomor 20 Tahun 2008 tentang
Peradilan Adat di Papua, eksistensi peradilan pidana adat di Papua diwujudkan : 1) Pengakuan
kewenangan peradilan adat dalam mengadili perkara pidana adat. 2)Penetapan proses peradilan
adat yang harus adil, transparan, dan akuntabel. 3)Penghormatan dan perlindungan hak-hak
terdakwa dalam peradilan adat. 4)Pengakuan putusan peradilan adat yang telah berkekuatan
hukum tetap.Eksistensi peradilan pidana adat di Papua merupakan bagian penting dari sistem
hukum di Papua. Pengakuan dan keberlakuan peradilan adat ini diharapkan dapat berkontribusi
pada penegakan hukum yang adil, mewujudkan keadilan dan perdamaian, serta memperkuat
otonomi khusus dan pelestarian budaya di Papua.

Kata Kunci : Peradilan Adat, Otonomi Khusus Provinsi Papua.



ABSTRACT

Jevri Olos Tarsan Agaki. " The Existence Of Traditional Criminal Justice In The Province Of
Papua Is Based On Special Regional Regulation (Perdasus) Number 20 Of 2008 Concerning
Traditional Justice In Papua", supervised by Prof. Dr. Frans Reumi, S.H., M.A., M.H, as
supervisor I and Dr. Budiyanto, S.H., M.H.as supervisor I1.

The research method is empirical juris method emphasis with field data and literature
which is collected by interview and observation supported by secondary data, it sourced from
primary, secondary and tertiary legal materials as well as approaching to rule, legal history and
comparative law. The data obtained are processed by three workflow namely data reduction,
data presentation and verification (conclusion).

The research results show that the background to the recognition of the existence of
customary justice and customary criminal justice in the Papua Special Autonomy Law lies in the
orientation of the Papuan customary law community's understanding of the concept of customary
justice and customary criminal justice in Perdasus Number 8 of 2008 which delegatively
recognizes the authority to regulate the existence of customary criminal justice in Papua. By
considering Regional Regulations (Perda): Authority, Judicial Process, Decisions, Existence in
the legal system, :@ Existence in the National Legal System. So it is understood that the
promulgation of Perdasus Number 8 of 2008 provides a strong legal basis for the existence of
customary criminal justice in Papua. This regional regulation is a concrete manifestation of the
government's commitment to recognize, respect and protect the Papuan customary law system,
as well as increase access to justice for customary law communities in Papua. The Main Essence
of Recognizing the Existence of Customary Criminal Justice in Papua by paying attention to
aspects 1) Recognition of the Human Rights of Indigenous Papuans: 2) Local Wisdom and
Cultural Values, 3) Strengthening Papua's Special Autonomy, 4) Increasing the Effectiveness of
Law Enforcement, 5) Realizing Justice and Peace : Traditional justice prioritizes a peaceful and
Sfamily approach to resolving disputes. Based on Papua Special Regional Regulation Number 20
of 2008 concerning Customary Courts in Papua, the existence of customary criminal justice in
Papua is realized in: 1) Recognition of the authority of customary courts in adjudicating
customary criminal cases. 2) Establishment of a customary justice process that must be fair,
transparent and accountable. 3) Respect and protect the rights of the accused in customary
justice. 4) Recognition of customary court decisions that have permanent legal force. The
existence of customary criminal justice in Papua is an important part of the legal system in
Papua. It is hoped that the recognition and application of customary justice can contribute to
fair law enforcement, realizing justice and peace, as well as strengthening special autonomy and
preserving culture in Papua.

Keywords: Customary Court, Special Autonomy for Papua Province.
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